
 

 
   WALIKOT 

 

WALI KOTA MAKASSAR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 

      NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA MAKASSAR, 
 

 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6856); 

 

4. Undang-Undang . . . 
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota 

Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

 

 

11. Peraturan . . . 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keunagan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13.  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 

Makassar Tahun 2023 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2024 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 

Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor … Tahun 2025 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 

2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Makassar Nomor 3); 

17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94); 

18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 

2024 (Berita  Daerah  Kota  Makassar  Tahun 2024 

Nomor 37); 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN  
ANGGARAN 2024. 

 

 

 

 

Pasal 1 . . . 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Makassar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan 

antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi 

pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan 

pada awal tahun. 

 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 

2024  tertuang  dalam  laporan  realisasi  APBD  Tahun 

Anggaran 2024. 

 

Pasal 3  

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. pendapatan 

1. pendapatan asli daerah  Rp1.605.016.943.364,19 

2. pendapatan transfer Rp2.565.727.060.604,00  

3. lain-lain pendapatan   Rp34.069.234.597,00 

daerah yang sah 
 

jumlah pendapatan Rp4.204.813.238.565,19 
 

b. belanja 

1. belanja operasi 
a) belanja pegawai Rp1.495.540.330.391,26 

b) belanja barang   Rp1.779.756.213.624,99 
c) belanja bunga Rp0,00 
d) belanja subsidi Rp0,00 

e) belanja hibah Rp253.473.825.183,00 
f) belanja bantuan sosial   Rp0,00 

 

jumlah belanja operasi  Rp3.528.770.369.199,25 
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2. belanja modal 

a) belanja tanah  Rp4.039.070.800,00 
b) belanja peralatan  Rp243.016.044.630,00 

 dan mesin 

c) belanja gedung   Rp145.556.511.472,00 
 dan bangunan 

d) belanja jalan, irigasi,  Rp321.143.365.576,00 

dan jaringan 
e) belanja aset tetap   Rp15.039.119.493,00 

lainnya 
f) belanja aset lainnya Rp10.424.011.994,00 
 

jumlah belanja modal    Rp739.218.123.965,00 
 

3. belanja tidak terduga Rp811.487.833,00 
 

       jumlah belanja Rp4.268.799.980.997,25 
 

c. transfer 
1. transfer/bagi hasil Rp0,00 

ke kelurahan 
2. transfer/bantuan  Rp0,00 

keuangan 
surplus/(defisit) (Rp63.986.742.432,06) 
 

d. pembiayaan 

1. penerimaan Rp294.185.698.653,19 
2. pengeluaran Rp0,00 

 

pembiayaan neto Rp294.185.698.653,19 
 

Sisa lebih pembiayaan Anggaran    Rp230.198.956.221,13 
 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.  

 

 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini 
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Pasal 6 . . . 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 

 
 

 

 
Ditetapkan di Makassar 

Pada tanggal, 19 Agustus 2025 

WALI KOTA MAKASSAR, 
 

      Ttd 
 

MUNAFRI ARIFUDDIN 

Diundangkan di Makassar 

Pada tanggal, 19 Agustus 2025 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR 
 

Ttd  
 

ANDI ZULKIFLY 
 

 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 17 

 

 

 


